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Winda Sinthia, NPM. 1501270081, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf 
Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada 
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pengelolaan 
Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam di Perwakilan 
Badan Wakaf Indonesia. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh 
Perwakilan BWI Sumatera Utara dan Bagaimana langkah-langkah dalam 
mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kesejahteraan ummat Islam di 
Perwakilan BWI Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif 
sedangkan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. 
Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian yang dilakukan 
adalah dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti kepada 
Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf pada Perwakilan BWI 
Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa 
Wakaf tunai Pada Perwakilan BWI Sumatera Utara telah diterapkan dan saat ini 
sedang berjalan untuk menghimpun wakaf tunai melaui Bank-bank syariah dalam 
bentuk deposito. Pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta semakin 
banyak lembaga-lembaga yang berupaya untuk mengoptimalkan wakaf tunai akan 
menjadi suatu kekuatan untuk menopang ekonomi daripada ummat Islam. 
Perlunya meningkatkan kualitas keagamaan ummat Islam yang masih lemah 
untuk berwakaf agar target wakaf tunai yang masih jauh ke depan bisa lebih baik 
dan dapat membantu dalam optimalisasi pengelolaan yang lebih professional dan 
dapat meningkatkan kesejahteraan ummat Islam. 
 





 Winda Sinthia, NPM. 1501270081, Optimization of Cash Endowments 
Management to Improve Islamic Welfare (Case Study at Representatives of the 
Indonesian Waqf Agency (BWI) of North Sumatra). 
 
 This study aims to determine the Optimization of Cash Endowments 
Management to Improve the Welfare of Muslims in the Representatives of the 
Indonesian Waqf Agency. How to manage cash waqf conducted by BWI North 
Sumatra Representative and How to take steps in optimizing cash waqf 
management for the welfare of Muslims at BWI North Sumatera Representatives. 
The type of data used is qualitative data while the data source is primary data and 
secondary data. The method of data collection is done using documentation and 
interviews. Technical data analysis uses descriptive analysis. The research 
conducted was to provide a series of questions that were asked by researchers to 
the Implementing Agency for Management and Empowerment of Waqf at BWI 
North Sumatra Representatives. Based on the results of the study, the researcher 
draws the conclusion that the cash waqf at BWI North Sumatra Representatives 
has been implemented and is currently underway to collect cash waqf through 
Islamic banks in the form of deposits. The importance of public awareness and 
understanding and the increasing number of institutions that seek to optimize cash 
waqf will be a force to sustain the economy than the Islamic ummah. The need to 
improve the religious quality of the weak Muslims to represent so that the target 
of cash waqf that is still far ahead can be better and can help in the optimization of 
management that is more professional and can improve the welfare of Muslims. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya 
dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun merupakan lembaga Islam yang 
hukumnya sunnah, akan tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolahan, makam, dan lain-
lain yang berasal dari benda wakaf. Wakaf sebelumnya diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang khusus mengatur perwakafan, yakni Peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan Peraturan 
Menteri agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelakasanaan Peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik.1 Lahirnya 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pemanfaatan 
benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakkan saat 
ini. Diharapkan aset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembagunan ekonomi 
islam yang dapat mensejahterakan ummat islam.2 
Menanggapi perlunya pembaharuan dan pemahaman mengenai wakaf, 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang 
merupakan inovasi baru dalam finansial Islam. Fatwa MUI tersebut merupakan 
upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada ummat Islam 
bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf, lebih-lebih uang 
merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat3. Wakaf 
uang memiliki fleksibilitas dan kemashlahatan besar yang tidak dimiliki benda 
lain. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memasukkan uang sebagai benda 
bergerak yang dapat diwakafkan yang disebut wakaf uang atau wakaf tunai. 
Wakaf uang ternyata sudah dilaksanakan sejak awal abad kedua hijriah. 
Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar 
                                                             
1Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Ummat, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), h. 154 
2Ibid., h. 144  
3Depag RI, Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (Jakarta, 
2006), h. 9   
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tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk 
pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan ummat Islam. Adapun 
caranya dengan menginvestasikanya, kemudian menyalurkan keuntungannya 
sebagai wakaf. Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama Mazhab al-Syafi’i 
juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf 
uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya.4 Jumlah 
penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di Indonesia 
mencapai 27.76 juta orang setara dengan 10.70 persen jumlah penduduk, 
sedangkan di Sumatera Utara mencapai 1.51 juta orang pada triwulan Desember 
20165. Hal ini kemudian membuka peluang instrumen keuangan Islam untuk 
berkembang, salah satunya adalah lembaga filantropi seperti wakaf. 
Permasalahan yang kemudian muncul adalah wakaf yang popular terbatas 
pada persoalan tanah dan bangunan yang didayagunakan untuk tanah perkuburan, 
sekolah, masjid, dan sebagainya sedangkan wakaf uang atau benda bergerak yang 
bisa digunakan untuk kepentingan swadaya ekonomi mandiri rakyat kecil, riset, 
rumah sakit belum banyak diketahui masyarakat umum sehingga potensi besar 
wakaf uang yang ada belum termaksimalkan.  
Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di 
Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk 
perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI 
dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola 
oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.  
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara adalah 
lembaga wakaf yang dibentuk di provinsi Sumatera Utara Kota Medan untuk 
membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga 
bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk 
pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur 
                                                             
4http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara 
5Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2016, dalam Katalog BPS 
No.1102001.12   
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publik.6 Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara pada tahun 
2013 telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan wakaf tunai, 
kegiatan tersebut juga untuk mensosialisasikan sistem informasi di lembaga 
keuangan syariah penerima wakaf tunai dengan penandatangan nota kesepahaman 
antara Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut Syariah.  
Sejauh ini sudah ada 13 LKS-PWU yang sudah bisa menerima pendaftaran 
wakaf tunai dari masyarakat. Ketiga belas LKS-PWU tersebut adalah Bank 
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega 
Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank 
Jogya Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Kalteng Syariah, BPD Kepri Riau 
Syariah, BPD Jatim Syariah, dan BPD Sumut Syariah. 
Untuk mewakafkan uang, calon waqif hanya perlu datang ke kantor 
cabang atau kantor cabang pembantu bank-bank tersebut. Di sana, calon waqif 
tinggal menyetorkan uang yang hendak diwakafkan ke rekening salah satu nazhir 
yang diinginkannya, semisal Badan Wakaf Indonesia. Apabila setoran wakaf 
uangnya sebesar Rp1 juta atau lebih, ia akan menerima sertifikat wakaf uang dari 
pihak bank. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara 
kurang dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada 
masyarakat serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait wakaf 
tunai membuat wakaf tunai belum bisa teroptimalkan dengan baik. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang optimalisasi 
pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat Islam pada 













B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya sosialisasi wakaf tunai kepada masyarakat sehingga 
pengetahuan masyarakat mengenai wakaf tunai masih memandang dan 
menganggap bahwa wakaf hanya terbatas pada harta yang tidak bergerak 
seperti tanah dan bangunan. 
2. Sedikitnya potensi wakaf uang tunai yang dapat digali oleh nazhir wakaf 
menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf uang tunai di 
Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara belum maksimal. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara? 
2. Bagaimana langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf 
tunai untuk kesejahteraan ummat Islam di Perwakilan BWI Provinsi 
Sumatera Utara? 
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh 
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara. 
2. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan 
wakaf uang untuk kesejahteraan ummat islam di Perwakilan BWI 
Provinsi Sumatera Utara. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan persyaratan 
akademik untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini menjadi sebuah 
proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan 





2. Bagi Lembaga 
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga dan 
masyarakat luas mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk 
menigkatkan kesejahteraan ummat islam pada Perwakilan Badan Wakaf 
Indonesia Provinsi Sumatera Utara. 
3. Bagi Akademis 
Diharapkan dapat menjadi referensi dan wadah sebagai penambah 
wawasan di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan islam terkait 
dengan optimalisasi dalam pengelolaan wakaf tunai. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan penyusunan, proposal ini dibagi dalam tiga bab yang 
memuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang 
mempertajam ide-ide pokok, sehingga secara keseluruhan menjadi kesatuan yang 
yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Merupakan bagian pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan 
pembahasan bab-bab berikutnya dan sekaligus mencerminkan isi 
global proposal yang berisi tetang latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini, peneliti menguraikan dan menjelaskan teori 
mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: wakaf dalam Islam yaitu 
definisi wakaf, pengertian wakaf tunai, landasan hukum wakaf 
tunai, tujuan wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf, optimalisasi, 
pengelolaan wakaf tunai, kajian penelitian terdahulu dan kerangka 
pemikiran. 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi 
dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Penelitian, 
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Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 
Analisis Data dan juga Pemeriksaan Keabsahan Temuan. 
 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini terdiri dari Hasil Penelitian, Temuan Penelitian dan 
juga Pembahasan dari hasil penelitian. 
 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini adalah bab yang terakhir di mana penulis menunjukan 
keberhasilan dari penelitian dengan melihat optimalisasi 
pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat 






LANDASAN TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 
A. Kajian Teori 
1. Wakaf dalam Islam 
a. Definisi Wakaf  
Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti radiah 
(terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tasbil (tertawan) dan al-man’u 
(mencegah).1 
Sedangkan menutut isltilah (syara’) yang dimaksud dengan wakaf  
sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut. 
1) Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan wakaf ialah: “Penahanan harta yang memungkinkan untuk 
dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan 
(memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif 
(pengelola) yang dibolehkan adanya. 
2) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab 
Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf 
adalah “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan 
dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan 
dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. 
3) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf 
ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah 
seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan 
untuk mendapat ridha Allah SWT. 
4) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah 
menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat 
(‘ain)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan 
                                                             
1Ade Armando, dkk, Ensiklopedi Islam untuk Pelajar, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van 





syara’, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya 
itu.2 
 
Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, maka dapat 
dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda 
yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk diberikan 
kegunaanya di jalan kebaikan.  
Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh 
ialah sebagai berikut: 
1) Mazhab Hanafi 
Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi yaitu menahan 
benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya 
untuk kebaikan.3 Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti 
meninggalkan hak milik secara mutlak. Waqif  boleh saja menarik harta 
wakafnya kembali kapan saja yang dikehendakinya dan boleh 
diperjualbelikannya. Kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah 
menjadi hak ahli waris apabila waqif meninggal dunia. Mazhab Hanafi 
mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu 
wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim 
bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta 
wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.4 
2) Mazhab Maliki 
Definisi wakaf menurut Mazhab Maliki yaitu menjadikan manfaat 
harta waqif , baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang 
berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Kepemilikan harta 
tetap kepada waqif  dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-
lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah 
ditentukannya sendiri. 
 
                                                             
2H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 239-240 
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3) Mazhab Syafi’i 
Definisi wakaf menurut Mazhab Syafi’I yaitu menahan harta yang 
di ambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut 
hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang 
dibolehkan. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih 
dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa 
harta yang diwakafkan menjadi milik ummat, bukan lagi milik orang yang 
mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang 
mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putuslah hubungan seseorang 
dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan 
pahala (tsawab) dari Allah sebab ia telah berwakaf.5 
Hal tersebut mengajarkan kepada manusia agar jangan terlalu cinta 
terhadap harta dan karena itu hendaklah cinta harta itu diletakkan di ujung 
jari dan cinta kepada Allah itu diletakkan di dalam hati, cinta yang sedikit 
terhadap harta dan cinta yang sepenuhnya terhadap iman. Kedua cinta 
tersebut hendaknya seperti demikian dan jangan terbalik. Pendapat Mzhab 
Syafi’I mendorong manusia agar lebih bersemangat dalam mencari harta 
karena hartanya yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. 
Semangat atau keinginan yang ikhlas dari seseorang agar terus berwakaf, 
sehingga pada saat kematian dapat dihitung jumlah wakaf yang 
dilakukannya semasa menjalani kehidupan. 
 
4) Mazhab Hambali 
Definisi wakaf menurut Mazhab Hambali yaitu menahan secara 
mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang 
bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak 
penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk 
kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Apabila suatu wakaf 
sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif  terhadap harta yang 
diwakafkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali sama 
dengan pendapat  yang telah dikemukakan oleh Mazhab Syafi’I yang 
berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (la yuba’), tidak boleh 
                                                             





dihibahkan (la yuhab), tidak boleh diwariskan (la yurats) kepada 
siapapun.6 
 
Dari keseluruhan definisi wakaf yang telah dikemukakan para ulama fiqh 
di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I dan Mazhab 
Hambali) wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya 
bagi kemaslahatan ummat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut 
berbeda pandangan tentang apakah kepemilikanterhadap harta yang diwakafkan 
itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh 
waqif .  
 
b. Pengertian Wakaf Tunai 
Wakaf tunai (cash wakaf/ waqh al-nikud) adalah wakaf yang dilakukan 
seseorang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 
Uang memiliki posisi sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Uang 
bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan sudah dianggap sebagian 
benda yang dapat diperdagangkan.7 
Wakaf tunai atau uang telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, M.A Mannan, Ketua Social 
Investment Bank Ltd (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf 
tunai. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang 
diperbolehkan wakaf tunai (waqfal-nuqud), dengan syarat nilai pokok wakaf harus 
dijamin kelestariannya.8 
Secara ekonom, wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan, 
model wakaf uang memiliki daya jangkau serta mobilisasinya kan jauh lebih 
merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf 
tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Wakaf dalam bentuk tanah 
dam bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang 
mampu (kaya) saja. Wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang 
dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan 
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wakaf, wakaf tunai juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan 
peningkatan produktifitas harta wakaf. 
Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi 
menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk 
keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh setiap ummat islam dimana saja, 
karena faedah atas investasi tersebut berupa uang tunai (cash) yang dapat 
dialihkan kemanapun.9 
Wakaf uang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai 
berikut: 
1. Wakaf uang secara langsung 
a) Wakaf permanen, yaitu uang yang diserahkan kepada wakif tersebut 
menjadi harta wakaf untuk selamanya. Dengan kata lain tidak dapat 
ditarik kembali oleh wakif. 
b) Wakaf berjangka, yaitu uang yang diserahkan wakif  hanya bersifat 
sementara, setelah lewat waktu tertentu uang dapat ditarik kembali 
oleh wakif. Dengan demikian, yang di wakif kan adalah hasil 
investasinya saja, lazimnya wakaf berjangka nominalnya relatif besar. 
2. Wakaf saham 
Wakaf dalam bentuk saham adalah dividen (keuntungan yang 
dibagikan perusahaan kepada pemegang saham, capital gain  yaitu 
keuntungan yang diperoleh dari selisih jual beli, dan manfaat nonmaterial, 
yaitu lahirnya kekuasaan/ hak suara dalam menentukan jalannya 
perushaan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 menetapkan objek 
wakaf selain uang adalah Obligasi syariah (dalam bentuk Obligasi 
Mudharabah, Obligasi Ijarah, dan Emisi Obligasi Syariah) dan Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN), SBSN juga bisa dalam bentuk SBSN 
Ijarah, SBSN Mudharabah, SBSN Musyarakah, SBSN Istishna, dan 
SBSN dua akad atau lebih. 
 
 
                                                             





3. Wakaf takaful 
Wakaf takaful ialah wakaf yang dilaksanakan dengan pola asuransi 
takaful. Misalnya seseorang bermaksud berwakaf sebesar Rp 50.000.000.- 
kemudian yang bersangkutan mengadakan akad dengan Perusahaan 
Asuransi Syariah, dengan ketentuan akan dibayar secara periodik selama 
10 tahun. Seandainya sebelum waktu 10 tahun waqif meninggal dunia, 
pada saat itu perusahaan asuransi membayar wakaf sang waqif kepada 
nazhir yang ditunjuk waqif. 
4. Wakaf pohon 
Wakaf pohon dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah 
tanaman pohon tertentu (pohon kelapa, pohon sawit, pohon karet, pohon 
jati dan lain-lain) kemudian uang hasil penjualan dari produksi tanaman 
tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum.10 
 
c. Landasan Hukum Wakaf Tunai 
Wakaf tunai diperbolekan berdasarkan firman Allah SWT, hadist Nabi 
Muhammad SAW dan pendapat Para Ulama sebagai berikut. 
1) Firman Allah SWT: 
Dalam surah Al-Imran (3) Ayat 92, yang berbunyi: 
s`9 (#qä9$oYs? § É9ø9$# 4Ó®Lym (#qà)ÏÿZè? $ £JÏB cq6 ÏtéB 4 $tB ur (#qà)ÏÿZè? Ï`B &äóÓx« ¨bÎ* sù ©!$# ¾Ïm Î/ 
ÒOÎ=tæ ÇÒËÈ   
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan 
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Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 261, yang berbunyi: 
ã@ sW ¨B tûïÏ% ©!$# tbq à)ÏÿZã óOßgs9ºuqøB r& Îû È@ Î6 y «!$# È@ sVyJx. >p¬6 ym ôMtFu; /R r& yìö7 y @ Î/$uZy Îû Èe@ ä. 
7' s#ç7 /Y ß èps($ ÏiB 7p ¬6 ym 3 ª!$# ur ß#Ïè» Òã y`JÏ9 âä !$t±o 3 ª!$# ur ì Åºur íOÎ=tæ ÇËÏÊÈ  
Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus 
biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui”.12 
 
Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 262, yang berbunyi: 
tûïÏ% ©!$# tbq à)ÏÿZã öN ßgs9ºuqøB r& Îû È@ Î6 y «!$# §N èO w tbqãè Î7 ÷Gã !$tB (#qà)xÿR r& $ xYtB Iwur ] r&   öNçl°; 
öN èdã ô_ r& yY Ïã öN ÎgÎn/ u wur ì$öqyz óOÎgøn=tæ wur öN èd cqçRtós t ÇËÏËÈ  
Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan 
menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti 
perasaan (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi 
Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati”. 13 
 
2) Hadist Nabi Muhammad SAW 
Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila 
anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga 
perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih/shalihah 
yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim).14 
Imam Ibnu Katsir mengatakan, “Pada hakekatnya, tiga amal perbuatan ini 
termasuk usaha dan perbuatannya sendiri; seperti yang telah disebutkan di dalam 
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sebuah hadist shahih, “Sesungguhnya rezeki yang paling baik adalah apa yang 
dimakan laki-laki dari hasil usahanya sendiri; dan anaknya termasuk hasil 
usahanya”. Sedekah jariyah, seperti wakaf dan lain sebagainya, merupakan bekas-
bekas amal perbuatannya dan peninggalannya. Allah SWT berfirman dalam surah 
Yaasiin (36) Ayat 12, yang berbunyi: 
$ ¯R Î) ß ø`twU ÌÓ÷ÕçR 4tA öqyJø9$# Ü=çG ò6 tRur $tB (#qãB £s% öNèd t» rO# uä ur 4 ¨@ ä.ur >äóÓx« çm»uZø|Á ôm r& þÎû 
5Q$tBÎ) &ûüÎ7 B ÇÊËÈ  
Artinya: “Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami 
menuliskan apa yang Telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang 
mereka tinggalkan. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab 
Induk yang nyata (Lauh mahfuzh)”.15 
 
Ilmu yang ia sebarkan ke tengah-tengah manusia, kemudian diikuti oleh 
manusia setelah kematiannya; ini juga merupakan usaha dan amal perbuatannya. 
Telah disebutkan dalam hadist shahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa 
saja yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti 
pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk itu, tanpa mengurangi pahala mereka 
sedikitpun”.16 
3) Para Ulama 
Wakaf tunai telah menjadi perhatian para ahli hukum islam. Beberapa 
sumber menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktekkan oleh masyarakat yang 
menganut Mazhab Hanafi, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf 
tunai. Imam al-Bukhari, mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri berpendapat 
bahwa dinar boelh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar sebagai 
modal usaha (dagang), caranya adalah menyalurkan keuntungannya sebagai 
wakaf. Wahbah al-Zuhaily juga mengukapkan bahwa Mazhab Hanafi 
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membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al’urfi 
yaitu karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.17 
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 
‘urf (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang 
ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar dari argumentasi Mazhab Hanafi adalah 
hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud.18 
Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikan 
modal usaha dengan mudharabah atau muwadha’ah. Sedangkan keuntungannya 
disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat tersebut didukung oleh Ibn Jibril, 
salah satu ulama modern, bahwa wakaf tunai harus diberdayakan sehingga mampu 
memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi 
kurang beruntung.  
Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan 
kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah 
Romawi, sedangkan di Negeri lain wakaf tunai merupakan bukan kebiasan. Oleh 
sebab itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai/ uang tidak boleh atau 
tidak sah. 
Mazhab Syafi’I berpandangan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan 
seperti yang telah disampaikan oleh Muhyiddin an-Nabawi dalam kitab al-
Majmu’nya. Menurutnya, Mazhab Syafi’I tidak membolehkan wakaf tunai karena 
dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi 
wujudnya. 
Perbedaan pendapat diatas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf 
tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang tersebut setelah dibayarkan 
atau digunakan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan 
keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun jika dilihat dari perkembangan 
perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan 
wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha seperti yang 
dikatakan oleh Mazhab Hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham 
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diperusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syariah dan 
keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. 
Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham, deposito atau lebih 
tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka 
waktu yang lama. Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan 
wakaf tunai. Fatwa Komisi fatwa MUI dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.19  
 
d. Rukun dan Syarat Wakaf 
1) Rukun-rukun wakaf: 
a) Orang yang mewakafkan hartanya (waqif). 
b) Harta yang diwakafkan (mauquf bih). 
c) Orang yang diberi wakaf (mauquf’alaih). 
d) Pernyataan wakif  untuk mewakafkan hartanya (shigat waqh).20 
 
2) Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut: 
a) Syarat Waqif 
Seorang waqif disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam 
membelanjakan hartanya. Hal ini mencakup 4 kriteria, yaitu: 
(1) Merdeka  
Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah 
hukumnya karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan 
cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan 
seorang budak tidak mempunyai hak milik sehingga jika ia 
memberikan wakaf maka wakaf tersebut tidak sah. 
(2) Berakal sehat 
Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya 
karena tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak mampu dalam 
melakukan akad serta tindakan lainnya. Wakaf yang dilakukan oleh 
orang yang lemah mental, berubah akal karena faktor usia, sakit 
atau kecelakaan hukumnya juga tidak sah karena akalnya tidak 
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sempurna dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya 
(hartanya). 
(3) Dewasa 
Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh (dewasa) 
hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak mampu dalam 
melakukan akad dan tidak mampu pula dalam menggugurkan hak 
yang dimilikinya (hartanya). 
(4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros) 
Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak 
mampu untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan 
hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang 
yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama 
hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah 
untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk 
sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak 
menjadi beban orang lain.21 
 
b) Syarat Mauquf bih 
Syarat dari harta yang diwakafkan/mauquf bih adalah sebagai 
berikut: 
(1) Mutaqawwam artinya harta yang diwakafkan adalah segala sesuatu 
yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal 
bukan keadaan darurat. 
(2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, sehingga tidak 
menimbulkan sengketa.  
(3) Harta yang diwakafkan adalah milik waqif, artinya harta yang 
diwakafkan harus dimiliki waqif secara sempurna dan bukan 
sebagian milik orang lain.  
(4) Harta yang diwakafkan bersifat terpisah dan bukan milik bersama, 
sehingga harta kepemilikan bersama tidak boleh diwakafkan.22 
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c) Syarat Mauquf’alaih 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mauquf’alaih 
adalah sebagai berikut. 
(1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi. Apabila 
saat proses wakaf berlangsung mauquf’alaih tidak ada maka 
wakafnya tidak sah menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. 
(2) Penerima wakaf hendaknya memiliki kemampuan untuk 
memiliki.  
(3) Wakaf yang diberikan bukan untuk hal-hal yang melanggar 
perintah Allah SWT.  
(4) Hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti 
keberadaannya.23 
 
d) Syarat Sighat waqh 
Syarat-syarat sighat waqh ialah bahwa wakaf di-sighat-kan, baik 
dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah 
terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan qabul dari 
mauquf’alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi 
wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.24 
 
e) Syarat Nazhir 
Syarat yang harus dipenuhi nazhir wakaf untuk dapat 
melaksanakan tugasnya sebagai pengelola wakaf dengan baik dan 
profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan 
persyaratan nazhir, baik secara fikih maupun peraturan perundang-
undangan. Adapun syarat nazhir adalah sebagai berikut: 
1) Syarat Moral 
(a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS. 
(b) Jujur, amanah, dan adil. 
(c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha. 
(d) Pilihan, sungguh-sungguh, dan suka tantangan. 
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(e) Cerdas spiritual dan emosional. 
2) Syarat Manajemen 
(a) Mempunyai jiwa leadership. 
(b) Mempunyai konsep untuk pengembangan masa depan. 
(c) Cerdas intelektual, sosial, dan pemberdayaan. 
(d) Professional dalam bidang pengelolaan harta. 
3) Syarat Bisnis 
(1) Mempunyai keinginan. 
(2) Mempunyai pengalaman. 
(3) Mempunyai ketajaman untuk melihat peluang usaha seperti 
entrepreneur.25 
 
 Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi 
pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan wakaf juga sangat 
tergantung pada kreatifitas nazhir. Oleh sebab itu, Undang-Undang 
wakaf member kriteria lebih ketat pada nazhir. Nazhir bukan hanya 
tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga 
harus berkemampuan manajerial.26 
 
 Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf 
dijelaskan, bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan 
hukum, seperti uraian berikut ini: 
(1) Nazhir Perseorangan 
 Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri 
dari paling sedikit 3 (tiga) orang.27 Dengan memenuhi syarat: 
(a) Warga Negara Indonesia (WNI). 
(b) Beragama islam. 
(c) Dewasa, amanah. 
(d) Mampu secara jasmani dan rohani. 
(e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
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  Nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk 
oleh waqif dan wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui 
Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nazhir 
perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat 
benda wakaf berada. 
(2) Nazhir Organisasi 
  Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang 
sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam. Dengan 
memenuhi syarat: 
(a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir 
perseorangan. 
(b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di 
kabupaten/kota letak benda wakaf berada. 
(c) Harus memiliki: Salinan akta notaris tentang pendirian dan 
anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah 
tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar 
kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari 
kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat 
pernyataan bersedia untuk diaudit.28 
  Sama seperti nazhir perseorangan, nazhir organisasi juga wajib 
didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama 
setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar 
Wakaf). 
 
(3) Nazhir Badan Hukum 
  Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang di 
bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan 
islam. Dengan memenuhi syarat: 
(a) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir 
peseorangan. 
                                                             





(b) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di 
kabupaten/kota letak benda wakaf berada. 
(c) Harus memiliki: Salinan akta notaris tentang pendirian dan 
anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi 
berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, 
program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah 
kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang 
merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia 
untuk diaudit. 
  Nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan yang juga 
wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama 
setempat.29 
 
  Tugas nazhir wakaf lebih diperinci pada Pasal 11 Undang-Undang 
No. 41 Tahun 2004. Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut: 
(1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 
(2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 
tujuan, fungsi dan peruntukannya. 
(3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
(4) Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan 
Badan Wakaf Indonesia.30 
 
  Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf, nazhir 
diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila: 
(1) Meninggal dunia nagi nazhir perseorangan. 
(2) Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum. 
(3) Atas permintaan sendiri. 
(4) Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan melanggar 
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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(5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai 
hukum tetap.31 
Adapun pemberhentian nazhir menurut Undang-Undang ini 
dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. 
  Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan atau dibebastugaskan 
apabila: 
(1) Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir. 
(2) Berkhianat, dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam 
hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak 
bermanfaat. 
(3) Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti 
berjudi, dan minum-minuman keras. 
(4) Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal 
dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. 
 
Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (waqif) ialah waqif  
mempunyai kecakapan melakukan tabarru’, yaitu melepaskan hak milik tanpa 
imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak tabarru’ adalah baligh, 
berakal sehat, dan tidak terpaksa. 
Dalam fiqh islam dikenal dengan Baligh dan Rasyid, baligh dititikberatkan 
pada umur dan rasyid dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal. Syarat-
syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta wakaf (mauquf 
bih) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (waqif), dan tahan 
lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, 
berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang 
penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa 
(semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan. 
 
e. Tujuan Wakaf Tunai 
Tujuan wakaf tunai ialah hasil (rai’) dari manfaat wakaf yang di usahakan, 
Al-Malibary mengatakan: “Penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf 
itulah yang menjadi tujuan wakaf”. Wakaf yang utama ialah membuahkan hasil 
                                                             





yang dalam istilah fiqh disebut rai’. Pengertian rai’ ialah “Semua faedah (hasil) 
dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung 
induknya sesudah di wakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan 
dahan yang biasa dipotong”. Dasar kesimpulan tersebut ada dua, yaitu: 
1) Hendaklah yang diwakafkan berupa benda tujuan wakaf, yaitu menjadi 
sumber dana yang berlangsung lama. Ketentuan ini tidak dapat terwujud 
kecuali pada benda yang bisa diambil manfaatnya, sementara wujud 
bendanya tetap ada dan tidak hilang. 
2) Tidak boleh di jual, diwariskan, dihibahkan, yaitu syarat yang harus 
berlaku pada harta yang diwakafkan. Larangan menjual, mewariskan dan 
menghibahkan harta wakaf adalah untuk mencegah perubahan status pada 
harta wakaf dari milik umum (public property) menjadi milik pribadi. 
Sehingga wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana ummat 
islam.32 
 
Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (mauquf’alaih) harus 
sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan 
salah satu amalan shadaqah dan shadaqah merupakan salah satu perbuatan 
ibadah. Maka tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah yang menjadi sarana 
ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera diterima setelah wakaf 
diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah 
umum/ bangunan hendaklah ada badan yang menerimanya.  
 
f. Pencatatan dan Pendaftaran Wakaf Tunai 
Pencatatan harta wakaf dilakukan sejak Wakif  menyetorkan wakaf 
uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Dalam 
Pasal 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan, bahwa 
wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh waqif dengan pernyataan 
kehendak waqif yang dilakukan secara tertulis.33 Sementara itu, ikrar wakaf 
dilaksanakan oleh waqif  kepada nazhir dihadapan pejabat Lembaga Keuangan 
Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau notaries yang ditunjuk sebagai 
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PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dilakukan setelah 
waqif menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU. Pejabat LKS-PWU atau 
notaries menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan 
identitas waqif; nama san identitas nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah 
nominal, asal usul uang; peruntukkan dan jangka waktu wakaf. Bentuk dan 
spesifikasi formulir AIW ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal.34 Jadi, 
yang bertindak sebagai PPAIW untuk wakaf uang adalah LKS-PWU yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama.35 
 Pada saat ini sudah ada 8 (delapan) Bank Syariah yang ditunjuk oleh 
Menteri Agama RI sebagai LKS penerima wakaf uang, yakni PT Bank Negara 
Indonesia Tbk. Divisi syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 
Tahun 2008; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan Keputusan Menteri 
Agama RI Nomor 93 Tahun 2008; PT Bank DKI Jakarta dengan Keputusan 
Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2008; PT Bank Syariah Mandiri dengan 
Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2008; PT Bank Mega Syariah 
Indonesia dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96; Bank Bukopin; Bank 
BTN; dan Bank BPD Yogyakarta. 
 Adapun yang menjadi tugas LKS-PWU adalah: 
1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS 
Penerima uang. 
2) Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang. 
3) Menerima secara tunai wakaf uang dari waqif atas nama nazhir. 
4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas 
nama nazhir yang ditunjuk waqif. 
5) Menerima pernyataan kehendak waqif yang dituangkan secara tertulis 
dalam formulir pernyataan kehendak waqif. 
6) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat 
tersebut kepada waqif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada 
nazhir yang ditunjuk oleh waqif. 
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7) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir.36  
 
Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat 
wakaf uang. Sertifikat wakaf diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan 
syariah terhadap waqif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.37 
Hal ini ditegaskan dalam peraturan Menteri Agama tentang administrasi wakaf 
uang, bahwa LKS-PWU wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang setelah nazhir 
menyerahkan AIW. Sertifikat wakaf uang diberikan kepada waqif dan 
tembusannya diberikan kepada nazhir.38 
Kemudian, lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan 
harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja 
sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.39 Pendaftaran Wakaf uang dari LKS-
PWU ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan. 
LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri 
melalui kantor Departemen Agama Kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 hari 
kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang dengan tembusan kepada BWI 
setempat. Pendaftaran wakaf uang disertai dengan salinan/fotocopi AIW dan 
SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit. Dalam hal tidak terdapat kantor 
Perwakilan BWI di Kabupaten/kota, tembusan disampaikan kepada BWI provinsi. 
Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran 
wakaf uang dengan memuat: 
1) Identitas LKS-PWU, waqif, nazhir, dan saksi. 
2) Jumlah nominal wakaf uang. 
3) Asal-usul uang. 
4) Peruntukan uang. 
5) Jangka waktu wakaf uang. 
6) Nomor sertifikat Wakaf Uang. 
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7) Nomor pendaftaran.40 
 
Wakaf yang dilakukan melaui mekanisme peraturan perwakafan yang 
berlaku meliputi pencatatan dan pengadministrasiannya di Kantor Urusan Agama 
(KUA) setempat maupun pendaftarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
kabupaten/ kota setempat mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat 
digugat oleh siapa pun. Harta wakaf tersebut dapat dikelola dan dikembangkan 
secara optimal sesuai dengan peruntukannya wakaf yang telah ditentukan oleh dan 
ditetapkan oleh waqif. Sebaliknya, harta wakaf yang tidak diurus administrasi dan 
pendaftarannya di instansi terkait, tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga 
sering terjadi pengambilalihan, persengketaan antara nazhir wakaf dengan ahli 
waris waqif , malahan ada harta wakaf itu yang hilang. Untuk menghindari hal 
tersebut, pemerintah dengan berbagai peraturan perwakafan telah berupaya 
melindungi harta wakaf dari segala macam persoalan tersebut.  
 
2. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai 
a. Optimalisasi 
Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu 
proses, cara, perbuatan meng-optimalisasi (menjadikan paling baik, paling tinggi 
dan sebagainya).41 
Optimalisasi berarti memecahkan masalah-masalah dimana orang 
berusaha untuk  memaksimalkan fungsi dengan sistematis memilih nilai-nilai 
variable atau real dalam set yang diperbolehkan. Secara umum pengertian 
optimalisasi adalah pencarian nilai yang terbaik dari yang tersedia dari beberapa 
fungsi yang di berikan pada suatu konteks (kondisi di mana suatu keadaan 
terjadi).42 
 
b. Pengelolaan Wakaf Tunai 
Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola kegiatan tertentu 
dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu 
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merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan 
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan 
pencapaian tujuan.43 Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses 
perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses 
terwujudnya tujuan. Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan 
dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan.  
Dalam hal wakaf tunai, perencanaan meliputi perencanaan sosialisasi, 
fundraising, investasi dan distribusi. Perencanaan tersebut harus matang sehingga 
arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. 
Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf tunai 
sudah diterima oleh nazhir. Oleh karena itu, dana wakaf yang terkumpul harus 
dengan volume yang besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara 
maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai nazhir 
wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar. 
Nazhir harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep 
wakaf uang. Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat 
wakaf tunai yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah fundraising, yaitu 
pengumpulan dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, 
selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang. Hal tersebut harus dilakukan 
dengan maksimal sesuai dengan target yang telah nazhir miliki. Pengelolaan 
tersebut dilakukan dengan cara menginvestasikannya ke sektor riil atau portofolio. 
Sehingga pada akhirnya nanti, mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa di 
sedekahkan kepada mauquf ‘alaih secara merata. 
Adapun pengelolaan wakaf uang menurut Munzir Qahaf 44 adalah: 
1) Badan Wakaf (pengelolaan wakaf) menerima wakaf uang. Kemudian, 
dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek tertentu dan keuntungannya 
diberikan kepada mauquf’alaih, seperti untuk panti asuhan dan bantuan 
untuk anak yatim dan sebagainya. Dalam hal ini, badan wakaf adalah 
nazhir wakaf atas uang yang diwakafkan, badan wakaf juga sebagai 
investor.  Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada 
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suatu perusahaan/ badan usaha atau menginvestasikan kepada bank syariah 
atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip mudharabah atau 
ijarah sesuai dengan ketentuan syariat. 
2) Bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakif sebagai pihak yang 
menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk 
wadi’ah di bank islam tertentu atau di lembaga keuangan syariah lainnya. 
Wakif berperan langsung sebagai nazhir atas uang yang diwakafkannya 
dengan tugas meninvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari 
uang yang diwakafkan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada 
mauquf’alaih. Bentuk seperti ini juga bisa diterapkan pada tabungan wakaf 
pada bank syariah. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi 
dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Tunai. Pendapatan 
yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan ke 
berbagai tujuan, seperti keperluan pendidikan, kesehatan dan memelihara 
harta-harta wakaf. Sebagai nazhir, wakif dapat memindahkan uang wakaf 
dari satu bank syariah ke bank syariah lain atau dari bentuk investasi 
wadi’ah ke bentuk investasi mudharabah. 
3) Bentuk wakaf investasi dipergunakan untuk membangun proyek wakaf 
produktif. Kemudian, hasilnya diberikan kepada mauquf’alaih. 
Pengelolaan wakaf tunai dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia 
pengumpul dana agar membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin 
membutuhkan dana untuk membangun masjid dibentuk panitia pengumpul 
dana untuk pembangunan masjid. Begitu pula dengan pembangunan 
sarana umum dan sosial lainnya dibentuk panitia pengumpul dana untuk 
pembangunan sarana tersebut. Dana yang terkumpul digunakan untuk 
membangun sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi 
wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan. 
 
 Dalam masalah pengelolaan wakaf uang, menurut Uswatun Hasanah, 
nazhirnya tidak bisa disamakan dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf 
tanah milik dapat dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum, 
sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga profesional dengan 





1) Mempunyai kemampuan akses yang cepat kepada waqif. 
2) Mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. 
3) Mempunyai kemampuan administrasi rekening beneficiary (penerima). 
4) Mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi wakaf. 
5) Mempunyai kredibilitas di masyarakat dan beroperasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mudah diawasi dan 
dikontrol.45 
 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan, di antaranya 
penelitian Rozalia tahun 2015,46 Ahmad Yuanfahmi Nugroho tahun 2015,47 Dias 
Novitasari tahun 2018,48 M. Anwar Nawawi tahun 2016,49 Haura A. Baga L M. 
Tanjung tahun 2014,50 Uraian ringkas dari penelitian-penelitian di atas dapat 
dilihat pada tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti, Tahun Penelitian Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian 











Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
Optimalisasi Fungsi 
Tabung Wakaf Indonesia 
Dompet Dhuafa dalam 
Pengelolaan Wakaf Tunai 
telah memberikan dampak 
sosial dan pemberdayaan 
                                                             
45Uswatun Hasanah, Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai, Modal No. 21/II-Juni 2004, 
h. 51. 
46Rozalia, Skripsi: Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa Dalam 
Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015). 
47Ahmad Yuanfahmi Nugraha, Skripsi: Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf 
Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, (Semarang: UIN Walisongo, 2015). 
48Dias Novitasari, Skripsi: Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap 
Kesejahteraan Mauquf’alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest 
(Yogyakarta: UNY, 2018). 
49M. Anwar Nawawi, Jurnal: Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem 
Pemberdayaan Ummat Dalan Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer, Vol. 1, No. 1, 
Juni 2016. 
50Haura A. Baga L M. Tanjung, Jurnal Al-Muzara’ah: Analisis Pengelolaan Wakaf Uang 






yang cukup strategis 
sebagai salah satu pilar 
pembangunan ekonomi 
bangsa. 












Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
Analisis Pengelolaan dan 
Permasalahan Wakaf Uang 
di Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung Semarang 
yaitu Pengelolaan Wakaf 
Uang YBWSA hingga 
Desember 2015 belumlah 
berjalan lancar. 















Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1) 
Kondisi kesejahteraan 
mauquf’alaih sesudah 
menerima wakaf uang tunai 
produktif BWUT MUI DIY 
mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan 
kondisi sebelumnya. Hal 
tersebut tercermin dari 
perubahan nilai indeks 
kemiskinan CIBEST dalam 
lingkup keluarga ataupun 
individu. (2) Terdapat 
keterkaitan antara wakaf 
uang tunai produktif 
dengan kesejahteraan 
material dalam lingkup 
keluarga, individu kepala 
keluarga, dan individu 
anggota keluarga 1. Selain 
itu, terdapat pula 
keterkaitan antara wakaf 
uang produktif dengan 
kesejahteraan spiritual 
dalam lingkup keluarga 
maupun individual kepala 
keuarga, dan anggota 
keluarga 1, anggota 
keluarga 2, dan anggota 
keluarga 3. 




















wakaf uang/wakaf tunai 
produktif. Kebolehan wakaf 
tunai dikemukakan oleh 
Mazhab Hanafi dan Maliki. 
Bahkan sebagian ulama 
Mazhab Syafi‟iy juga 
membolehkan wakaf tunai 
sebagaimana yang disebut 
Al-Mawardy. Sedangkan 
kebolehan wakaf tunai, 
menurut MUI, tidak 
bertentangan dengan 
definisi wakaf yang telah 
dirumuskan oleh mayoritas 
ulama dengan merujuk 
kepada hadits-hadits 
tentang wakaf. 
5 Haura A. Baga L M. Tanjung (2014) 
“Analisis 
Pengelolaan 














Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) sebagai 
nazhir wakaf uang, 
menganalisa prioritas faktor 
internal dan eksternal. 
Metode Analytical Network 
Process (ANP) membagi 
faktor internal dan eksternal 
ke dalam 8 Klaster. 2 
klaster umum dan 6 klaster 
yang lebih rinci, yaitu 
Klaster Aspek Internal, 
Klaster Aspek Eksternal, 
Klaster SDM KJKS, 
Klaster Akuntabilitas, 
Klaster Produk, Klaster 
Regulasi, Klaster 
Demografi, dan Klaster 
Masyarakat Umum. Hasil 
penelitian menunjukan 
bahwa prioritas dari Klaster 
Aspek Internal adalah 
sebagai berikut: Klaster 
Akuntabilitas (36%), 
Klaster Produk (33%), dan 
Klaster SDM KJKS (31%). 
Adapun prioritas Klaster 
Aspek Eksternal adalah 
Regulasi (38%), Klaster 
Masyarakat Umum (37%) 





(25%). Lebih rinci, prioritas 
dari faktor internal adalah 
Jumlah Asset (22,8%) dan 
Pedoman Prinsip Syariah 
(22,9%). 
 
Perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian 
ini terletak pada objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan 
ummat islam dan perbedaan juga terdapat pada studi kasus penelitian. Dari sisi 
teknis analisis data penelitian sebelumnya menggunakan beberapa pendekatan, 
sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan deskriptif kualitatif. 
 
C. Kerangka Pemikiran 
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara 
merupakan lembaga negara independen yang membina nazhir untuk mengelola 
aset wakaf. Salah satunya yaitu wakaf tunai agar aset wakaf dikelola lebih baik 
dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar dalam 
optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat 
islam dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun dalam 
infrastruktur pembangunan publik. Uraian kerangka pemikiran di atas dapat 






























Perwakilan Badan Wakaf 












A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian menggambarkan upaya dengan bentuk tertentu 
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar hasilnya berdasarkan pada 
pengamatan penulis dengan ciri khas tersendiri, dimana penulis menjadi 
instrumen kecil penelitian, analisis data bersifat induktif dan menekankan makna.1 
Adapum pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat 
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, 
dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang 
optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat 
islam. 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi  
Penelitian dilakukan di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
Provinsi Sumatera Utara Jln. A.H. Nasution, Komplek Asrama Haji, 
Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143. 
2. Waktu penelitian  
Adapun waktu penelitian akan dilakukan mulai pada bulan November 








                                                             
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan D & R, (Bandung: Alfabeta, 
2009), h.89   
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Tabel 3.1  
Waktu Penelitian 
No Tahapan Penelitian 











1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan Judul 
                    
2 Penyusunan Proposal 
                    
3 Bimbingan Proposal 
                    
4 Seminar Proposal 
                    
5 Pengumpulan Data 
                    
6 Bimbingan Skripsi 
                    
7 Sidang Skripsi                     
 
C. Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. 
Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 
pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai 
pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan 
sebagai peneliti. 
 
D. Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan 
penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun 
tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu: 
1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Perwakilan BWI untuk 
melakukan penelitian. 
2. Pengumpulan data. 




E. Data dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diartikan 
sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata 
lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-
orang yang diteliti.2 
 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 
diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data 
yaitu: 
a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari 
sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak 
yang berwenang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi 
Sumatera Utara dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 
peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Data sekunder 
adalah data yang sudah tersedia, mencari dan mengumpulkan data 
yang diperoleh dari berbagai literature dan referensi lain seperti buku, 
jurnal dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan 
masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari 
perpustakaan hingga situs internet. Data sekunder dapat juga dikatakan 
data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian 





                                                             
2Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2008), cet Ke-4, h. 166 
3http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunder-dan-data-primer/. Diakses 
pada tanggal 16 Desember 2018 Pada jam 22.00 WIB 
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F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam 
penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang 
memenuhi standar data yang ditetapkan.4 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah: 
1. Wawancara 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan 
masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik 
ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka 
langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan 
seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.5 
Teknik wawancara seorang pewawancara harus mampu membuat 
suasana yang kondusif, teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan 
fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang 
dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan 
yang sudah ditentukan. 
2. Penelitian Kepustakaan 
Dengan membaca buku-buku, bahan referensi yang ada di 
perpustakaan yang berhubungan erat dengan optimalisasi pengelolaan 
wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat islam. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 
adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang 
disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 
peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan 
yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 
                                                             
4Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: ALFABET, 
2013), cet Ke-19, h. 224 
5Muhamad. M.Ag, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 151 
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pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki pada Perwakilan BWI 
Provinsi Sumatera Utara. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit melakukan 
sistesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, 
membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.6 
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode 
deskriptif. Deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu 
keimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini. 
 
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan 
Dalam menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 
pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 
tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan 
(credebility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 
kepastian (confirmability). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu 
kepercayaan dan kepastian.7 
Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu: 
1. Derajat Kepercayaan (creadibility)  
Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan 
(credebility) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data 
yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi. 
a. Ketekunan Pengamatan 
Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten 
interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 
                                                             
6Azuar Juliadi dan Irfan, Metode Penelitian Kualitatif,cet-2 (Bandung: Cita Pustaka 
Media Perintis, 2014) h.244.  
7Abdul Ghofur, Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 




yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud 
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 
dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 
memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti 
peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 
secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. 
b. Triangulasi 
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu 
triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data. 
Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan 
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 
 
2. Memperpanjang pengamatan 
Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke 
lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 
yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang 
pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan 
semakin terbentuk  rapport  (hubungan),  semakin akrab (tidak ada jarak 
lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi 
yang disembunyikan lagi. 
Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian 
data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih 
konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti 
sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika 
analisis data, peneliti melakukan  cross check di lokasi penelitian. 
 
3. Kepastian (konfermability) 
Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut 
nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan 
antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak 
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bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, 
pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa 
pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh 
beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-
subjektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Dalam kriteria 
kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci. 
Uraian rinci (thick description) bergantung pada pengetahuan seorang 
peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar 
melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti 
dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian 
diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai 
segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Profil dan Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kehadiran BWI 
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah memajukan dan mengembangkan 
perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kalinya keanggotaan BWI diangkat oleh 
Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) 
Nomor. 75/ M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. 
Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di 
Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.1 
BWI berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ atau Kabupaten/ kota sesuai dengan 
kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan 
pertimbangan, dan masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang 
wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur 
pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas 
pelaksana tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling 
sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.2 
Sejarah berdirinya Perwakilan Badan Wakaf Indonesa (BWI) Provinsi 
Sumatera Utara adalah BWI secara Nasional harus memiliki perwakilan di 
Provinsi-provinsi begitu juga dengan di Kabupaten/ Kota, jadi melalui BWI pusat 
tentunya berhubungan dengan Kementerian Agama di setiap wilayahnya. Pada 
Kementerian Agama ada bidang-bidang atau divisi yang melayani zakat dan 
wakaf. Kementerian Agama melakukan inisiatif bagaimana bisa berdiri 
Perwakilan BWI di Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) Provinsi Sumatera Utara dibentuk pada Juli 2011. Perwakilan Badan 
                                                             
1M Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 
Cet-2, H. 423 
2Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, Pasal 51-53 
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Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu perwakilan BWI 
yang dibentuk di provinsi Sumatera Utara yang hadir dan dibentuk untuk 
membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga 
bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk 
pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur 
publik. 
Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat 
dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf 
Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali 
untuk 1 kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan 
Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan 
pengangkatan keanggotaan Badan wakaf Indonesia kepada presiden untuk 
selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.3 
 
2. Visi dan Misi 
Adapun visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Visi 
Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, 
mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan 
nasional dan internasional. 
b. Misi 
Menjadikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga professional 
yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda 
wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.4 
 
Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik 
nasional maupun internasional. 
b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. 
c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. 
                                                             




d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nadzir dalam pengelolaan 
dan pengembangan harta wakaf. 
e. Mengkoordinasikan dan membina seluruh nadzir wakaf. 
f. Menerbitkan pengadministrasian harta benda wakaf. 
g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang 
berskala Nasional dan Internasional.  
 
Strategi di atas dapat dijabarkan bahwa strategi Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) dalam pemberdayaan wakaf berjalan berjalan sebagai pelaksanaan tugas 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang tercantum dalam Undang-Undang wakaf, 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai strategi meningkatkan kompetensi 
dan jaringan Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik Nasional maupun Internasional. 
Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang kedua yaitu membuat 
peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, dalam hal ini Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) sudah membuat banyak peraturan Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) yang meningkatkan tugasnya yang telah dikumpulkan dalam satu buku 
yaitu berjudul “Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia”. Buku ini berisi 
peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu: 
a. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Wakaf Indonesia. 
b. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan 
Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta 
Benda Wakaf. 
c. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. 
d. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf 
Uang Bagi Nazhir BWI. 
e. Peraturan BWI Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf 
Tunai. 
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sudah beberapa kali dilakukan dengan cara pelatuhan nazhir, sertifikat nazhir, 
berbagai wakaf termasuk wakaf produktif dan wakaf uang dan ini beriringan 
dengan strategi mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf. Dalam 
pengembangan wakaf uang yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat 
dilihat dari beberapa aspek yakni fundraising (penghimpunan) wakaf uang, 
pengelolaan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran dana wakaf kepada 
mauquf’alaih.  
 
3. Struktur Organisasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
Sumatera Utara. 
Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-
fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan 
antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, 
struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan 
dan pendelegasian tugas dan wewenang.  
Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah 
pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu 
perusahaan. Selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap personil 
sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tercipta keseluruhan yang baik 
dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.   
Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi, Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
mempunyai tiga komponen yaitu Dewan pertimbangan dan Badan pelaksana yang 
dibantu dengan 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan 
Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf, dan masing-masing dipimpin oleh 
satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. 
Dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI sedangkan 
Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas,. Jumlah anggota Badan 
Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang 
yang berasal dari unsur masyarakat.5 
 
 
                                                             

























Gambar 4. 1 
Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia 
 
Dewan Pertimbangan 
  Ketua   : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution  
Anggota  : Drs. H. Panusunan Pasaribu 
Drs. H. T. Darmansyah, MA 
 
Badan Pelaksana 
Ketua   : Drs. H. Syaiful Mahya Bandar, M. Ap 
Wakil Ketua  : Dr. H. Arso, SH, M. Ag 
Sekretaris  : Drs. H. Jaharuddin, SPd.I, MA 
Wakil Sekretaris : H. Baharruddin Ahmad, SH,MH 
Bendahara  : Dra. Hj. Restu Hilwani 
 
Divisi-divisi 
Pembinaan Nazhir : Dr. H. Azhar Sitompul, MA 



















Pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Kasim Siyo, M.Si, Ph.D 
Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf : Dr. H. Saparuddin, SE, AK, SAS, M.Ag, MA, CA 
Hubungan Masyarakat: M. Safii Sitepu, S.Ag, SH 
Kelembagaan dan 
Bantuan Hukum : Drs. H. Zakaria Lubis, MH 
Penelitian dan 
Pengembangan Wakaf: Dr. Onny Medaline, SH, M.Ka 
 
 
4. Tugas dan Wewenang 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang sebagai 
berikut: 
a. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta wakaf. 
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 
nasional dan internasional. 
c. Memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukkan dan 
status harta benda wakaf. 
d. Memberhentikan dan mengganti nadzir. 
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.6 
 
Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi mempunyai tugas dan 
wewenang sebagai berikut : 
a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
di tingkat provinsi. 
b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan 
lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas. 
c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf. 
d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar. 
                                                             
6Ibid., Pasal 49 Ayat 1 
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e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 
1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi dan wakaf tunai. 
f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 
1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi dan wakaf tunai. 
g. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 
meter persegi uang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar 
dan melaporkan hasilnya kepada BWI. 
h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia 
(BWI).7 
 
Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa 
dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat bekerjasama 
dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, 
para ahli, badan Internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam 
melaksanakan tugas-tugas itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhatikan 
saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin 
dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, Badan Wakaf 
Indonesia melakukan beberapa langkah strategis adalah sebagai berikut: 
a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik 
perseorangan, organisasi dan Badan hukum. 
b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, 
pengekoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta 
benda wakaf. 
c. Penyediaan fasilitas proses sertifikat Wakaf. 
d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak 
bergerak dan/ pemberdayaan wakaf. 
e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan 
dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkupnya. 
f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri 
dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. 




Tugas-tugas di atas tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan 
profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja 
amanah dalam mengemban tanggung jawab.  
 
Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan 
wewenangnya sebagai berikut: 
a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf. 
b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 
c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 
nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar. 
d. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan 
peruntukan dan status harta benda wakaf. 
e. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta 
benda wakaf. 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 
g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran 
nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya. 
h. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu. 
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam 
menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-
PWU). 
j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain 
uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 
 
Dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi 
pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan 
internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.8 Dalam melaksanakan tugas-
                                                             
8Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf , Pasal 49 Ayat 2 
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tugas tersebut, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis 
Ulama Indonesia.9 
Terkait tugas dalam membina nadzir, BWI melakukan beberapa langkah 
strategis, sebagaimana berikut ini: 
a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nadzir wakaf, baik 
perseorangan, organisasi dan badan hukum. 
b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, 
pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda 
wakaf. 
c. Penyediaan fasilitas proses sertifikat wakaf. 
d. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko AIW, baik wakaf benda tidak 
bergerak dan/ atau benda bergerak. 
e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan 
dan pengembangan wakaf kepada nadzir sesuai dengan lingkupnya. 
f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri 
dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.10 
 
5. Fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai banyak fungsi dalam 
pengembangan wakaf tunai. Fungsi BWI salah satunya adalah sebagai Motivator, 
Fasilitator, Regulator sekaligus Operator yang melakukan pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf berskala Nasional dan Internasional. 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai motivator mempunyai tugas 
sebagai lembaga yang memberi rangsangan atau stimulus, khususnya terhadap 
para nazhir baik perorangan maupun organisasi untuk memaksimalkan fungsi 
pengelolaan benda-benda wakaf secara profesional,  dan member rangsangan 
untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan pada masyarakat luas untuk 
berwakaf. 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fasilitator, BWI merupakan 
fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, wakif, calon wakif, 
lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan secara fisik atau non fisik 
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10Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Pasal 53 
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dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan dan 
pengawasan harta benda wakaf. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
memberikan fasilitas pelatihan nazhir, sertifikasi nazhir dan membuat rekening 
BWI pada LKS-PWU sebagai tempat berwakaf uang. 
Regulator adalah salah satu fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dimana 
BWI menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-
undangan perwakafan, dan peraturan-peraturan terkait perwakafan yang dianggap 
relevan atau tidak serta mengusulkan perubahan kebijakan, bahkan Badan Wakaf 
Indonesia (BWI) diberi kewenangan oleh Undang-Undang Wakaf untuk membuat 
peraturan sendiri dengan acuannya Undang-Undang dan mengambil kebijakan 
yang terkait dengan perwakafan dengan memperhatikan pihak-pihak yang terkait. 
 
B. Temuan Penelitian 
Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 Maret 2019, 
peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan 
Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf yaitu Bapak Saparuddin 
Siregar. Terdapat dua poin yang didapat peneliti terkait dengan hasil wawancara 
yang dilakukan peneliti dengan pihak Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
Provinsi Sumatera Utara, yaitu:11 
 
1. Pengelolaan Wakaf Tunai  
Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara 
produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf alaih. Mauquf alaih adalah pihak 
yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan Uang wakaf sesuai 
pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Ikrar 
Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau 
tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya. Nazhir adalah pihak 
yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
dengan peruntukannya.12  
Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, 
Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang. Nazhir wajib 
                                                             
11Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, 
Wawancara di Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 06 Maret 2019 
12Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009, Pasal 1 
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membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang dalam Jangka Waktu tertentu 
dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang 
dalam jangka waktu tertentu, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran 
atas Wakaf Uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu. Dalam hal 
pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk 
dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak 
berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.  
Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan: 
 “Sejauh ini Perwakilan BWI Sumatera Utara telah menghimpun wakaf 
tunai melaui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito, wakaf tunai boleh 
diproduktifkan dan disalurkan serta yang boleh digunakan adalah hasilnya, 
pokok pada wakaf tunai itu sendiri tidak boleh digunakan. Dengan jumlah 
yang masih terbatas tersebut pihak Perwakilan BWI Sumatera Utara belum 
bisa berbuat banyak terkait wakaf tunai dan masih dalam proses mengimpun. 
Produk Wakaf tunai Pada Perwakilan BWI Sumatera Utara telah diterapkan 
dan saat ini sedang berjalan”. 13   
Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Setoran Wakaf Uang Peraturan 
Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dijelaskan bahwa 
Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 
Setoran wakaf uang secara langsung ialah wakif atau kuasanya hadir di Kantor 
LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang). Setoran Wakaf 
Uang secara tidak langsung yaitu melalui media electronic channel, antara lain: 
Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, dan Mobile 
Banking. 
Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan: 
 “Fungsi Badan Wakaf adalah lembaga independen yang mengelola dan 
mengembangkan perwakafan Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/ Kota. 
Dalam Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf 
Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk 
optimalisasi perolehan keuntungan dan/ atau pemberdayaan ekonomi ummat 
serta kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Investasi Wakaf Uang dapat 
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dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil 
yang paling menguntungkan”. 14 
 
 Dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dijelaskan bahwa 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. 
Dalam kegiatan penghimpunan wakaf uang Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah secara langsung maupun 
tidak langsung. Kerjasamanya berupa hasil penghimpunan wakaf uang tersebut 
disimpan dalam bentuk simpanan pada Perbankan Syariah tersebut.15 Salah 
satunya Pada Perwakilan BWI Sumatera Utara menggunakan simpanan deposito 
pada Perbankan Syariah. 
  Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi 
kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. 
Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah investasi pada proyek-
proyek yang dikelola oleh Nazhir. Investasi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan 
kelembagaan dan menguntungkan. Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui 
deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling 
menguntungkan.16 
a. Adapun Setoran Wakaf Uang Secara Langsung adalah sebagai berikut: 
1. Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang 
yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama 
dengan LKS-PWU. 
2. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang 
berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah 
uang sesuai yang diikrarkan. 
3. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW 
yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti 
setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) 
                                                             
14Ibid., 
15Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 28 dan Pasal 49  
16Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 10 
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orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank 
sebagai PPAIW. 
4. LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif 
apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah 
terpenuhi.17 
 
b. Adapun Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung adalah sebagai 
berikut: 
1. Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan 
kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah 
melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. 
2. Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya 
dan diperuntukan bagi kepentingan umum. 
3. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang 
yang menggunakan media electronic channel, yang didalamnya 
mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut: 
a) Daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif; 
b) Daftar denominasi Wakaf Uang; 
c) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW; 
d) Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan; 
4. LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran 
Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi 
yang diperoleh secara on-line dari media electronic channel. 
5. Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh 
melalui media electronic channel kepada LKS-PWU untuk 
mendapatkan Sertikat Wakaf Uang. 
6. Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi 
Sertikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 
(dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan 
mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang. 
7. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Sertikat Wakaf 
Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.18 
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Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang 
dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi 
perolehan keuntungan dan/ atau pemberdayaan ekonomi ummat. Pengelolaan dan 
pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib 
ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/ atau kegiatan-kegiatan sosial 
keagamaan. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf 
Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah 
Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait 
dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang. Biaya-biaya yang terkait 
dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang antara lain biaya penerimaan 
setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan 
rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya 
administrasi Nazhir. 
Adapun Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf 
Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut : 
a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling 
kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran 
Wakaf Uang; 
b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling 
kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf 
Uang; 
c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling 
kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf 
Uang;  
d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 
50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.19 
 
Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan: 
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19Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 9 Ayat (9) 
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  “Target yang ditentukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sejauh 
ini masih bersifat kualitatif, belum sampai kepada angka-angka yang jumlah 
dan nilainya sangat besar. Penghimpunan dana wakaf yang terkumpul di 
Perwakilan BWI Sumatera Utara untuk saat ini hampir mencapai Rp 
500.000.000 dalam bentuk Wakaf Tunai. Sedangkan wakaf dalam bentuk aset 
dimiliki oleh masing-masing nazhir wakaf, BWI merupakan pihak yang 
membina para nazhir dalam pengelolaan wakaf”. 20 
 
2. Pengoptimalisasian Pengelolaan Wakaf Tunai  
  Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara telah 
melakukan strateginya dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai salah 
satunya yaitu bagaimana mengajak lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi 
untuk mengarahkan wakaf tunai. 
 
Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan “strategi dalam mengoptimalkan 
pengelolaan wakaf tunai salah satunya yaitu bagaimana mengajak lembaga-
lembaga seperti perguruan tinggi untuk mengarahkan wakaf tunai. Seperti di UIN 
Sumatera Utara dan di UMSU sudah ada wakaf tunai dan ada organisasi wakaf 
tunai tersebut”. 21 
 
 Mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera 
Utara yaitu sudah dilakukan dengan seoptimalisasi mungkin. 
Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan:22 
“Sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu 
dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI 
Medan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog 
interaktif tentang wakaf kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi juga 
dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial. BKM 
(Badan Keswadayaan Masyarakat) ialah dewan pimpinan kolektif masyarakat 
warga penduduk kelurahan, sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai 
representasi  masyarakat warga penduduk kelurahan. Sosialisasi ini bertujuan 
untuk agar masyarakat memahami dan merubah paradigma berfikir 
masyarakat tentang wakaf yang hanya berfokus dan terfokus pada benda tidak 
bergerak”. 23 
                                                             
20Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, 
Wawancara di Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 06 Maret 2019 
21Ibid., 
22Ibid., 
23Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, Pasal 30 
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   Program yang dibuat oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara sudah 
berjalan sesuai dengan rencana. Tentunya pihak Perwakilan BWI Sumatera Utara 
berharap bahwa program wakaf tunai kelak akan berjalan dengan baik. Jika sudah 
berjalan dengan baik tentunya wakaf tunai bisa cepat terkumpul dan dapat 
terealisasikan. Peningakatan dan penyusutan pastilah dialami oleh Perwakilan 
BWI Sumatera Utara begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya. 
 
  Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan: 
    “Faktor-faktor pendukung di Perwakilan BWI Sumatera Utara ialah 
bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf itu sendiri 
Perwakilan BWI Sumatera Utara tidak sendirian dan pada masing-masing 
Kabupaten/ Kota sudah ada Perwakilan BWI dan pada Kementerian Agama 
juga sudah ada program-program untuk mensosialisasikan wakaf tunai. Akan 
tetapi, kemauan untuk mengeluarkan wakaf itu yang melebihi daripada yang 
wajib, maksudnya adalah seseorang yang sudah berzakat kemungkinan besar 
akan berwakaf, yang lebih tinggi kelasnya dari yang sudah berzakat pasti 
akan berwakaf dan jika seseorang yang tidak berzakat tidak terlalu bahwa 
seseorang tersebut akan berwakaf”. 24 
 
    Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan: 
 ”Kendala pada Perwakilan BWI Sumatera Utara adalah dapat diamati 
dari zakat saja yang wajib tidak maksimal, misalnya untuk saat ini 
bilangannya sekitar 5% untuk zakat dilihat dari potensinya dibandingkan 
dengan target wakaf tunai yang masih jauh. Kendala yang sebenarnya pada 
wakaf ialah bagaimana meningkatkan kualitas keimanan daripada ummat 
islam itu sendiri sehingga bisa lebih meningkatkan usahanya untuk beribadah. 
Penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai ialah bahwa kualitas keagamaan 
ummat islam masih lemah dan perlu ditingkatkan tentang kesadaran dalam 
berinfaq, berzakat dan untuk berwakaf”. 25 
 
 Langkah-langkah yang dilakukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia 
(BWI) Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai 
untuk kesejahteraan ummat Islam ialah: 
 Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan 
Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan, “dengan cara melakukan komunikasi 
secara terus-menerus kepada para nazhir-nazhir wakaf, komunikasi merupakan 
                                                             
24Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, 




proses dimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) menciptakan dan menggunakan 
informasi agar selalu terhubung dengan nazhir-nazhir wakaf.”26 
 Mengelola wakaf agar dapat teroptimalkan dengan baik merupakan tugas 
nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nazhir 
mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi 
dan peruntukkannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan 
pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).27 Melalui Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa Nazhir dan Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai hubungan fungsional terhadap pengelolaan 
harta benda wakaf guna untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif dan 
wakaf tunai ke arah yang lebih professional dan produktif sehingga wakaf akan 
benar-benar mampu memberikan sumbangan perekonomian bagi ummat Islam 
khususnya.  
 Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara terkait wakaf 
tunai sangat berharap ke depan sebagaimana Bapak Saparuddin Siregar selaku 
Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan, 
“kesadaran dan pemahaman masyarakat semakin besar dan semakin banyak 
lembaga-lembaga yang berupaya untuk mengoptimalkan wakaf tunai sehingga 
akan menjadi suatu kekuatan untuk menopang ekonomi daripada ummat islam itu 
sendiri”. 28 
 Berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi Perwakilan Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara bukan menjadi penghalang 
untuk terus menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai, tetapi 
menjadi motivasi untuk terus berjuang mengoptimalkan potensi wakaf. Perlu 




                                                             
26Ibid., 
27Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11 
28Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, 




1. Pengelolaan Wakaf Tunai 
 Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Provinsi 
Sumatera Utara merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, 
pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. 
Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan target 
yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan dengan menghimpun dana wakaf 
tunai melaui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito. 
Dalam hal wakaf tunai, perencanaan meliputi perencanaan sosialisasi, 
fundraising, investasi dan distribusi. Sosialisasi ini bertujuan untuk agar 
masyarakat memahami dan merubah paradigma berfikir masyarakat tentang 
wakaf yang hanya berfokus dan terfokus pada benda tidak bergerak. Sosialisasi 
yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu dengan menggunakan 
brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama 
dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada 
masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid 
dan berbagai media sosial. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ialah dewan 
pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan.29 
Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta 
wakaf tunai sudah diterima oleh nazhir. Oleh karena itu, dana wakaf yang 
terkumpul harus dengan volume yang besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan 
secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai 
nazhir wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar. Nazhir 
harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang. 
Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf tunai 
yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah fundraising, yaitu pengumpulan 
dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, selanjutnya adalah 
proses pengelolaan wakaf uang. Hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal 
sesuai dengan target yang telah nazhir miliki. Pengelolaan wakaf uang, menurut 
Uswatun Hasanah, nazhirnya tidak bisa disamakan dengan nazhir wakaf tanah 
milik. Nazhir wakaf tanah milik dapat dapat dilakukan oleh kelompok orang atau 
                                                             
29Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, Pasal 30 
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badan hukum, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga 
professional. 
 
2. Pengoptimalisasian Pengelolaan Wakaf Tunai  
  Optimalisasi adalah pencarian nilai yang terbaik dari yang tersedia dari 
beberapa fungsi yang di berikan pada suatu konteks (kondisi di mana suatu 
keadaan terjadi).30 Program wakaf tunai yang telah dilakukan oleh Perwakilan 
BWI Sumatera Utara akan berjalan dengan baik. Jika sudah berjalan dengan baik 
tentunya wakaf tunai bisa cepat terkumpul dan dapat terealisasikan. Peningakatan 
dan penyusutan pastilah dialami oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara begitu juga 
dengan lembaga-lembaga lainnya. Optimalisasi berarti memecahkan masalah-
masalah dimana orang berusaha untuk  memaksimalkan fungsi dengan sistematis 
memilih nilai-nilai variable atau real dalam set yang diperbolehkan. 
Optimalisasi fungsi Perwakilan BWI Sumatera Utara salah satunya adalah 
sebagai Motivator, Fasilitator, Regulator sekaligus Operator yang melakukan 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala Nasional dan 
Internasional yang akan memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang 









                                                             








1. Permasalahan pertama penelitian ini adalah tentang pengelolaan wakaf tunai 
yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi 
Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
produk wakaf tunai pada perwakilan BWI Sumatera Utara telah diterapkan 
dan saat ini sedang berjalan. Sejauh ini Perwakilan BWI Sumatera Utara 
telah menghimpun wakaf tunai melaui Bank-bank syariah dalam bentuk 
deposito. Mengelola wakaf tunai agar dapat teroptimalkan dengan baik 
merupakan tugas nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Badan Wakaf 
Indonesia (BWI). 
2. Permasalahan kedua penelitian ini adalah tentang langkah-langkah dalam 
mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kesejahteraan ummat Islam 
di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa Dengan cara melakukan komunikasi secara terus-
menerus kepada para nazhir-nazhir wakaf, komunikasi merupakan proses 
dimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) menciptakan dan menggunakan 
informasi agar selalu terhubung dengan nazhir-nazhir wakaf serta perlunya 
meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas keagamaan ummat Islam yang 
masih lemah untuk lebih menyadari dalam berinfaq, berzakat dan untuk 
berwakaf agar target wakaf tunai yang masih jauh ke depan bisa lebih baik 
dan lembaga-lembaga yang berupaya dalam membantu dapat 
mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai yang lebih professional dan dapat 
meningkatkan kesejahteraan ummat Islam. 
 
B. Saran 
1. Pihak Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara  
hendaknya lebih memperkenalkan tentang wakaf tunai yang diterapkan pada 
Perwakilan BWI Sumatera Utara kepada masyarakat luas khususnya ummat 
Islam, sehingga pengetahuan masyarakat bertambah dan hal tersebut bisa 
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mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih berwakaf dengan uang 
tunai dan menggunakan jasa Perwakilan BWI Sumatera Utara. 
2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai optimalisasi 
pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat Islam 
disarankan agar memperluas wilayah penelitian selanjutnya sehingga dapat 
mengetahui lebih luas lagi mengenai pengetahuan tentang optimalisasi 
pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat Islam. 
3. Bagi pihak masyarakat untuk lebih memahami pentingnya berwakaf begitu 
juga dengan berinfaq dan berzakat, agar kesadaran dan pemahaman 
masyarakat terkait wakaf tunai semakin besar dan bisa bermanfaat bagi 
sesama ummat Islam agar bisa menjadi suatu kekuatan untuk menopang 
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